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BAB II 

Bentuk-bentuk pertanggung jawaban tindak pidana Narkotika yang 

dilakukan oleh oknum Militer 

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai 

responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana 

sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga 

menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu 

masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar 

pertanggungjawaban pidana itu dicapi dengan memenuhi keadilan. 16 

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah 

seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana 

yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu 

bentuk yang menentukan apakah seseornag tersebuut dibebasakn atau dipidana. 

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai 

diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara 

subjektif memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu.17Apa 

yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh 

seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang 

 
16 Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali 

Pers, 2015, hlm 16 

17 Roeslan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan 

Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 33 
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dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh 

hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud 

dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, 

atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan 

perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan 

yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang 

namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang 

menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana 

tersebut tidak mungkin ada. 

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban 

dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar 

untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat 

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan 

olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat 

bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang 

menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang. 

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas 

legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal 

ini berarti bahwa seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia 

telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada 

hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 
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diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah 

disepakati. 18 

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban 

pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal 

pertanggungjawaban pidana , perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah 

perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah 

seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung 

kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki 

unsur kesalahan atau tidak. 

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan 

dengan mens rea dam pemidanaan (punishment). Pertanggungjawaban pidana 

memiliki hubungan dengan kemasyrakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban 

dengan masyarakat sebagi fungus, fungsi disni pertanggungjawaban memiliki 

daya penjatuhan pidana sehingga pertanggubgjawaban disini memiliki fungsi 

control sisosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. 

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam common law system 

berhubungan dengan mens rea, bahwa pertanggungjawban pidana dilandasi oleh 

keadaan suatu mental yaitu sebagi suatu pikiran yang salah (a guilty mind). Guilty 

mind mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif , yaitu seseorang 

dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, 

sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawabn 

pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak 

 
18 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab 

Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 
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adanya pikiran yang salah (no guilty mind) berarti tidak ada pertanggungjawaban 

pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat. 

Kesalahan sebagai bagian mens rea juga diartikan sebagai kesalahan karena 

melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap 

orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang 

tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan 

sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu 

jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang 

terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung 

dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagi suatu 

control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani 

pertanggungjawaban pidana. 

Kitab Hukum Udang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas 

mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam 

KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, 

namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengjaan maupun kealpaan 

tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan 

lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun 

berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada 

dalam KUHP dapat simpulakan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung 

unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh 

pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan 

tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai 
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unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.19 

Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan 

hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu 

sendiri sebab apabila unusur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya 

makan seseornag tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana 

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus 

hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang 

luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang 

pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan 

kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya 

atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility 

menunjuk pada pertanggungjawaban politik20 

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah: 

 
19 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta,Rajawali 

Pers, hlm-52 

20 ibid, hlm-52 
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suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa 

tiga macam kemampuan untuk:  

a. Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri;  

b. Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau 

dilarang oleh masyarakat, dan  

c. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. 

 

Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan 

dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti 

bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia 

mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang 

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah 

pertanggungjawaban pidana. 

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah: 

kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam 

hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakukan yang dapat 

dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela 

karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku 

harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal 

yang menyangkut pelaku, yaitu: 

a. Kemampuan bertanggungjawab; 

b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang 

ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak 

bertentangan dalam hukum dalam kehidupan 

seharihari; 

c. Dolus dan culpa, kesalahan merupakan unsur 

subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai 

konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan 

(menyatukan) straafbaarfeit dengan kesalahan 

 

 

Dalam hukum pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran 

atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas 
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hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum 

nulla poena sine pravia lege atau yang sering disebut dengan asas legalitass, asas 

ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhi  pidana pada orang 

yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada 

kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseornag atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta 

pertanggunngjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau 

melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundnag- undangan. Asas 

legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam 

suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru 

dapat dimintakan pertanggungjawabn apabila perbuatan itu memang telah diatur, 

tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila 

peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan 

adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan 

hukum pidana tersebut tidak berlaku surut. 

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang 

akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini 

untk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggung jawaban pidana 

maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk 

menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. 

Unsur-unsur tersebut ialah: 
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1. Adanya suatu tindak pidana 

 Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok 

pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila 

tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan 

perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas 

legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine 

praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada 

Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan 

tersebut.21 

 Dalam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret 

atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang 

tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena 

atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo 

patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.22 

2. Unsur kesalahan 

 Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah 

keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia 

lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut 

perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya. 23 Pengertian 

kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan 

 
21 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, hlm-25 

22 Frans Maramis, , Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, 2012 hlm-85 

23 Ibid, hlm 114 
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digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat 

dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. 

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti 

normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari 

seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalm diri 

seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya 

rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya 

tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat 

diketahui. 24dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah 

kesalahan dalam arti normative. Kesalah normative adalah kesalahan adalah 

kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseornag. 

Kesalah normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-

norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. 

Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut 

hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah baik 

disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan. 

a) Kesengajaan 

 Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur 

kesengajaan atau opzettelijik bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa 

orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang 

melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur 

kesengajan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu 

 
24 

 
Ibid, hlm 115 
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dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatananya diancam oleh 

undnag-undang , sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku merupaka perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah 

cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya 

tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuataannya. Hal ini sejalan 

dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa seetiap orang dianggap 

mengetahui isi undang-undang, sehingga di anggap bahawa seseorang 

mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari 

aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak 

mengetahui bahwa hal itu dilarang. 

b) Kealpaan (culpa) 

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi 

mengenai apa yang diamksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti 

apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para 

ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang 

timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, 

kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri. 

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur 

gecompliceerd yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang 

secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin 

seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari 

(alpa) dan kelalain yang ia tidak sadari (lalai). Kelalain yang ia sadari 

atau alpa adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari 
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dengan adanay resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko 

dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari 

atau lalaiadalah seseornag tidak menyadari adanyaresiko atau kejadian 

yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian 

dikarenan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena 

pelaku lengah denagn adanya resiko yang buruk. Kelalain yang disadari 

adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia tidak melakukan 

suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum 

pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri 

adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan 

dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan 

melakukannya. 

 

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab 

 Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan 

psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan 

pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan 

bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. 

Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan 

pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus 

dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak 

memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak 
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dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat 

dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan 

bahwa kebanyakan Undnag- Undang merumuskan syarat kesalahan secara 

negative. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak mengatur tentang 

kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri 

justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.25 Pasal yang mengatur 

tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP 

yang berbunyi ; 

a. Barang siapa melakukan perbuatanyang tidak dapat dipertanggung 

jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya 

(gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana 

b. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan 

padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau 

terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya 

orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu 

tahun sebagai waktu percobaan. 

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat 

bertanggung jawab atas berbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki 

unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung 

jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 

yaitu ; 

 
25 Andi Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm-260 
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1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, 

sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan anatara 

perbuatan yang baik adan buruk. 

2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebbakna 

suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau 

akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hall-hal yang 

baik dan buruk. 

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu 

bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur 

tertentu yang memilki kemampuan bertanggung jawab serta memilki kewajiban 

pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan 

karena pada umur tertentu secara psycologi dapat mempengaruhi seseorang 

untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasar nya anak pada umur tertentu 

belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pad 

aumur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang 

salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan 

perbuatannya. Apabila anak pada tertentu melakukan tindak pidana dan oleh 

karena perbuatannya dilakukan proses pidana makan secara psycologi anak 

tersebut akan terganggu dimasa dewasanya. 26 

Dalam proses pemidanaan nya hakim wajib memcari dan membuktikan 

apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila 

 
26 Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Prenadamedia Group, 

Jakarta, hlm-80 
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pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang 

belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan psycologi seseorang terganggu 

maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabanya 

4. Tidak ada alasan pemaaf 

 Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat 

melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun 

hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus 

menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu 

tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena 

factor-faktor dari luar dirinya. 27 

 Factor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan 

pembuat tindak oidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan 

kesalaahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat 

tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga 

pertanggujawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan smapai dapat 

dipastikan ada tidaknya unsur alasan  pemaaf dalam diri pelaku pembuat 

tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana 

dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanaya karena 

pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak 

pidana tersebut. 28 

 
27 Chairul Huda, 2006, Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, hlm-116 
28 ibid 
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 Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, 

alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan 

hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alas an pemaaf ini 

dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan 

ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu 

tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada 

“pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggar hukum 

atas tindak pidana yang telah diperbuat.29 

 Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaaan 

darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, 

menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu 

alasan pembenar, yaitu suatu alsan karena seseorang menghadapi dilema 

situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu 

bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan 

Pertama terjepit diama seseorang memilih diantara dua kepentingan yang 

sama-sama penting, diberi contoh seseorang yang berada ditengah laut 

bersama ketiga orang temannya, alat penyelamat saat itu hanyalah satu papan 

yang hanya dapat menampung dua orang saja, dalam hal ini seseorang tidak 

dapat silahkan apabila salah satu teman tersebut tidak dapat diselamatkan. 

Kemungkinan yang Kedua yaitu seseorang terjepit diantara kepentingan dan 

 
29 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-45 
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kewajiban. Kemungkinan yang ketiga adalah seseorang ditempatkan pada 

situasi terjepit diantara dua kewajiban.30 

 Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat 1 KUHP ditentukan 

syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat 

dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat- syarat yang sangat 

ketat, meneurut pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa disyararatkan 

adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan 

kesusilaan atau harta benda, serangan itu bersifat melawan hukum, dalam hal 

ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan 

adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang  akan 

terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan 

pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak 

melakukan pembelaan makan menepatkan seseorang dalam keadaan yang 

meugikan dan membahayakan. 31 

 Menjalankan Peraturan Perundang-undangan, hal ini terjadi apabila 

seseorang dihadapkan dalam dua kewajiban, dalam hal ini seseorang haarus 

melakukan suatu perbuatan sesui keadaan yang terjadi dan tidak mengabaikan 

Undang-Undang. contohnya apabila ada seseorang yang melanggar lalu lintas 

maka petugas kepolisian diperbolehkan menghentikan pelaku pelanggar lalu 

lintas tersebut namun dilarang untuk menembak orang tersebut, jika 

keadaanya berubah seseorang yang melanggar lalu lintas tersebut adalah 

 
30 ibid 

31 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, Hukum Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, 

Yogyakarta, hlm- 59 
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tersangka utama yang ada dalm pengejaran kepolisian maka petugas 

diperbolehkan menembak seseorang tersebut. 32 

 Menjalakan Perintah Jabatan Yang Sah. Suatu perintah jabatan 

mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan 

yang diperintah. Hal ini artinya seseorang dalma menjalankan perintah jabatan 

tidak dapat dihukum, karena seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan 

dengan perintah dan sarana yang patut.33 

 Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah 

hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan 

terpaksa melampaui batas,.34 mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab 

telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang 

dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban 

mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya 

paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang 

melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak 

dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu mengisyaratkan bahwa seseornag 

yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara 

psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan sekita 

seseorang atau tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan 

dalam suatu waktu tekanan tersebut meledak. 35 

 
32 Ibid, hlm-67 
33 ibid 
34 Ibid. 
35 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Op.Cit, hlm-47 
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 Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabilan pembelaan terpaksa 

merupakan salah satu alasan pembenar maka dalam pembelaan terpaksa 

melampaui batas masuk dalam alasan pemaaf, hal ini karena pembelaan 

terpaksa melampui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi 

contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling 

dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang 

tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan 

dengan hal ini hakim harus menggali apakan seseorang tersebut tidak pidana 

karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar. 36 

C. Tindak Pidana Narkotika 

 Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi 

fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah 

lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan 

berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh DepKes RI yaitu 

NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Pasikotropika dan Zat adiktif 

lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai 

resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara 

umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang baru, maka 

beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-

undangan yang baru. a. Definisi Narkotika Secara umum yang dimaksud dengan 

 
36 Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, Op.Cit, hlm-69 
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narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka 

akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:  

1. Menenangkan  

2. Merangsang  

3. Menimbulkan khayalan Secara Etimologi narkotika berasal dari kata 

“Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti 

membius.37  

 Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga 

menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, 

dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni: 

Pasal 1 ayat 1  

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataubukan tanaman, 

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa 

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam 

golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.  

 Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakanbahwa: 

yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zatzat yang bahan 

mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, 

 
37 Muhammad Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 

21 
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hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zatzat, 

obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.  

 Berikut adalah pandangan dari ahli hukum mengenai pengertiandari 

narkotika:  

1.  Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: 

“Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their depressant 

effect on the control nervous system. Included in this definition are opium 

derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, 

methadone).”38  

 Yang artinya kurang lebih sebagai berikut:  

Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau 

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf 

sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-

turunan candu (morphine, codein, heroin), candu sintetis 

(meperidine,methadone) 

2. Sudarto dalam buku Djoko Prakoso mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika 

berasal daribahasa Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga 

tidakmerasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerikana dapatdijumpai 

pengertian “narcotic” sebagai “a drug that dulls the senses,relieves pain 

induces sleep an can produce addiction in varyingdegrees” sedang “drug” 

diartikan sebagai: Chemical agen that is used therapeuthically to trea 

disease/Morebroadly, a drug maybedelined as any chemical agen attecis living 

 
38 Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. 

2003. Hlm. 33 
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protoplasm: jadinarkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan 

rasamenghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.39 

3. Narkotika merupakan zat yangbisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu 

bagi mereka yangmenggunakannya dengan memasukkannya ke dalam 

tubuh.Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa 

sakit,rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. 

Sifattersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan 

untukdimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti 

dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.40 

 Tindak Pidana Narkotika Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV 

Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang 

merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam 

Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah 

tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangksikan lagi bahwa semua tindak 

pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau 

narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka 

apabila ada perbuatan diluar kepentingankepentingan tersebut sudah merupakan 

kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika 

secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.41  

 
39 Djoko Prakoso. Bambang Riyadi Lany dan Muhksin. Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan 

Membahayakan Negara. Bina Aksara. Jakarta. 1987. Hlm. 480 
40 Soedjono. D. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm. 3 
41 Supramono, G.. Hukum Narkotika Indonesia.Djambatan, Jakarta. 2001 Hlm 23 
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 Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 

35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

a. Sebagai pengguna  

 Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang 

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 

tahun dan paling lama 15 tahun.  

 

b. Sebagai pengedar   

  Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-

undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 

paling lama 15 + denda. 

c. Sebagai produsen  

  Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-

undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 

tahun/ seumur hidup/ mati + denda. 

D. Jenis-Jenis Narkotika  

 Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang 

Narkotika, adalah sebagai berikut: 

1. Narkotika golongan I:  

 Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalanm terapi, serta mempunyai 
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potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai 

berikut:  

a. Tanaman Papaver Somniferum L dan semua bagianbagiannya 

termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.  

b. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari 

buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami 

pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa 

memperhatikan kadar morfinnya. 

c. Opium masak terdiri dari :  

a) candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu 

rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan 

peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan 

maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk 

pemadatan. 

b) jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan 

apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. c) 

jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.  

d. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya. 

e. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk 

serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga 

Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui 

perubahan kimia. 20 6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh 
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dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan 

kokain. 

f. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina. 

g. Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian 

dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau 

bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.  

2. Narkotika golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi 

mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:  

a. Alfasetilmetadol;  

b. Alfameprodina;  

c. Alfametadol;  

d. Alfaprodina;  

e. Alfentanil;  

f. Allilprodina;  

g. Anileridina;  

h. Asetilmetadol;  

i. Benzetidin;  

j. Benzilmorfina;  

k. Morfina-N-oksida; 
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l. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent 

lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya 

kodeina-Noksida, dan lain-lain. 

3. Narkotika golongan III:  

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi 

dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai 

potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti: # 

a. Asetildihidrokodeina  

b. Dekstropropoksifena : α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-

butanol propionat  

c. Dihidrokodeina 

d. Etilmorfina : 3-etil morfina  

e.  Kodeina : 3-metil morfina 

f. Nikodikodina : 6-nikotinildihidrokodeina  

g. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina  

h. Norkodeina : N-demetilkodeina  

i. Polkodina : Morfoliniletilmorfina 1 

j. Propiram : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2- piridilpropionamida 

k.  Buprenorfina : 21-siklopropil-7-α-[(S)-1-hidroksi-1,2,2- trimetilpropil]- 

6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina 

l. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas 22  

m.  Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika 
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E. Pidana dan Pemidanaan.  

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan 

dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah- 

masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal 

tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta 

ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang 

adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari 

istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. 

Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan 

peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa 

untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara) yang 

mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan 

memanusiakan manusia dalam masyarakat. Sedangkan menurut Soedarto 

pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. 

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu 

terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-

larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan 

suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. 

Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan 

suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan 

yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana 

terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaaan-



47 

 

 
 

keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.1 

Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan 

hukum atau undang-undang menentukan perbuatan yang dilarang atau 

pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran tersebut. 

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri 

dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di 

bidang hukum lain tersebut. 

Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 

tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya 

diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 

penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum 

pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai 

berikut :11 Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut 

berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, 

dan pidana yang diancam terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil 

mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan 

menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu. 

Dapat disimpulkan bahwa pidana materil berisi larangan atau 

perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana 

formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan 

melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan 

terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama 
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karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si 

terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini 

disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah 

berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang 

lain takut melakukan kejahatan serupa. Terlihat bahwa pemidanaan itu sama 

sekali bukan dimaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai 

upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya 

preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau 

pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap 

perencanaan sebagai berikut : 

a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang. 

b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang. 

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang. 

1. Jenis-jenis Teori Pemidanaan 

Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 

masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu 

sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke 

masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri berkembang beberapa 

teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut (retributive), teori relatif 

(deterrence/utilitarian), teoripenggabungan (integrative), teori treatment dan 

teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pemidanaan 

mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam 
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penjatuhan pidana. 

a. Teori Absolut 

Teori ini juga dikenal dengan teori mutlak ataupun teori imbalan dan 

teori ini lahir pada akhir abad ke-18. Menurut teori-teori absolut ini, 

setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa 

tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan 

kejahatan. Maka pemberian pidana disini ditujukan sebagai bentuk 

pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak 

filosof dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, diantaranya 

ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau. 

Dari banyak pendapat ahli tersebut penulis tertarik dengan pendapat 

yang disampaikan Hegel mengenai argumennya terhadap hukuman bila 

dikolerasikan dengan teori absolut. Dimana hukuman dipandang dari sisi 

imbalan sehingga hukuman merupakan dialectische vergelding. Jadi, 

dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan 

diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat 

perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya 

dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan 

menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah 

dilakukan. 

b. Teori Relatif 

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat 
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digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan 

orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya 

dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat 

potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.13Teori 

berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat 

yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. 

Wujud pidana ini terlalu berbeda-beda menakutkan, memperbaiki, 

atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. 

Prevensi umum menghendaki agar oang-orang pada umumnya tidak 

melakukan delik. Andi Hamzah menegaskan bahwa :“Teori ini 

dibedakan menjadi prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar 

orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan 

prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditunjukan kepada pribadi pelaku 

tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.” 

Van Hamel dalam hal ini juga berpendapat bahwa : “Prevensi khusus 

dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya 

mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk 

tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur 

memperbaiki terpidana.” Teori relatif ini bertujuan mencegah dan 

mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah 

tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung 

melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tertib masyarakat dan untuk 

menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana. 
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c. Teori Gabungan 

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut 

dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan 

tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun 

pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu 

dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam 

peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini 

dibedakan menjadikan 3 bentuk yaitu, teori gabungan yang menitik 

beratkan unsur pembalasan, teori gabungan teori gabungan yang menitik 

beratkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang 

memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib 

masyarakat. 

Satochid Kartanegara menyatakan : “Teori ini sebagai reaksi dari 

teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai 

hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum 

dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu 

pembalasan atau siksaan , akan tetapi disamping itu diakuinya pula 

sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.” 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua 

sudut pandang, yakni : dari sudut teoritis berdasarkan pendapat para ahli 

hukum yang tercemin pada bunyi rumusannya dan sudut undang-undang 
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kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu 

dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Adanya 

perbuatan pidana menurut Moeljatno harus memenuhi unsur-unsur 

sebagai berikut : 

a. Perbuatan 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum) 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). 

Menurut R. Tresna, merumuskan bahwa unsur-unsur perbuatan 

pidana harus memuat hal-hal seperti : 

a. Perbuatan/rangkaian perbuatan manusia. 

b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Diadakan tindakan hukuman. 

Dari unsur ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat 

pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu 

diikuti dengan penghukuman (pemidanaan), hal ini berbeda dengan apa 

yang disampaikan oleh Moeljatno yang menyebutkan bahwa setiap 

perbuatan pidana itu tidak selalu harus dijatuhi pidana. Sedangkan dalam 

buku II KUHP memuat rumusan-rumusan tentang tindak pidana yang 

termasuk kategori kelompok kejahatan, dan buku III memuat 

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 

rumusan, yaitu mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada 
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pengecualian seperti pasal (penganiyaan). 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu dapat 

diketahui adanya 11 (sebelas) unsur tindak pidana, yaitu : adanya unsur 

tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan 

yang menyertai, dapatnya dituntut pidana, memperberat pidana, dapat 

dipidananya seseorang karena tindakannya, objek hukum tindak pidana, 

kausalitas subjek hukum tindak pidana dan unsur syarat tambahan untuk 

memperingan pidana. 

Leden Marpaung, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana 

terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai 

berikut : 

a. Unsur Subjektif 

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum 

pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (an act 

does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non 

fecit reum nisi mens si rea). Kesalahan yang dimaksud disini adalah 

kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) 

dan unsur kealpaan (schuld). 

b. Unsur Objektif 

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri dari : 

1. Perbuatan manusia: 
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a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 

b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu 

perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 

2. Akibat (result) perbuatan manusia 

Akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, 

misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan. 

3. Keadaan-keadaan (circumtances) 

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain: 

a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan 

b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan 

c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum  

Sifat dapat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 

membebaskan si pelaku hukum dari hukuman. Adapaun sifat melawan 

hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni 

berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik diatas 

merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa 

menyebabkan terdakwa bebas dari pengadilan. 

3. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika 

Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai 

Pasal 130 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan 

tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang 

diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan 

lagi bahwa semua tindak pidana didalam undang-undang tersebut 

merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk 

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada 

perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan 

kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian 

narkotika tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia. 

Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu tindak 

kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik 

maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara 

sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan 

narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya 

untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil. 

F. Faktor Yang Menyebabkan Anggota Militer Menggunakan Narkotika 

Fakta memang sudah mengatakan bahwa banyak orang pada zaman 

ini sudah terlibat kasus narkotika bahkan bukan masyarakat umum 

bahkan anggota militer pernah terlibat kasus tersebut. Inilah ada berapa-

berapa faktor yang menyebabkan terjadi penyalahgunaan narkotika di 

kalangan militer : 

a. Faktor pribadi adalah mental yang lemah yang menyebabkan goyah dan 
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mudah terpengaruh ajakam keburukan. Mental yang sepertinya selalu 

merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab kurang 

mampu bergaul dengan baik, dan lain. 

b. Faktor keluarga adalah kurang perhatian terhadap orang tua pada anak 

ini juga salah satu penyebabkan dari faktor keluarga, orang tua terlalu 

sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral 

anak. 

c. Faktor sosial adalah salah bergaul jika remaja memiliki teman buruk 

maka ia akan terjerat dalam jarring-jaring keburukan mereka bahkan 

untuk masalah narkoba. 

d. Faktor kelompok adalah sebenarnya masih terkait dengan faktor 

penyebab dari segi sosial. 

e. Faktor ekonomi adalah kemiskinan atau kesusahan masalah finansial 

yang terjadi di keluarga dan di sekitar kita. 

 

 

 

 

 

 


